SALINAN

LURAH BANTUL
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2022

F 4

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANTUL,

Menimbang : a. bahwa terjadi keadaan yang menyebabkan harus segera
dilakukan pergeseran antar objek belanja;

b.bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menyusun Peraturan
Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan
Belanja Kalurahan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Le'f'nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);)

Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2019 tentang
Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1802);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara
ReEublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1961);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Derah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018
Nomor 131);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman  Penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan
Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah
Kalurahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 07
Tahun 2009);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8 Tambahan
lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 5, No.Reg Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
5,18/2020);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 202018 tentang
Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2018 Nomor 101);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa
di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2022 Nomor 60);

Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang
Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 125);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang
Rincian Dana Desa setiap Kalurahan Serta Penggunaan
Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk
Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9);
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Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap
Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 29);

Peraturan Desa Bantul Nomor 05 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2019-2024 (Lembaran Desa Bantul Tahun 2019 Nomor 05);

Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan Bantul (Lembaran Kalurahan
Bantul Tahun 2020 Nomor 1);

Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bantul
(Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bantul (Lembaran
Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 4);

Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Tanah Kalurahan Bantul (Lembaran
Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pungutan Kalurahan Bantul (Lembaran Kalurahan Bantul
Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang
lain-Lain Pendapatan Kalurahan Bantul (Lembaran
Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 10 Tahun 2020
tentang Penyertaan Modal Badan Usahan Milik Kalurahan
(BUM Kalurahan) Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan
Bantul Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 9
Tahun 2020 tentang Badan Usahan Milik Kalurahan
(Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Bantul
Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2021
Nomor 7);

Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bantul
(Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2021 Nomor 8);
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Menetapkan :

Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Lembaran
Kalurahan Bantul Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Kalurahan Bantul Nomor Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan
Bantul, Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2022
(Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2022 Nomor  );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Kalurahan

1.1 Pendapatan Asli Kalurahan

Semula Rp. 467.080.629,-
Bertambah (Rp. 49.170.000,-)
Pendapatan Asli Kal Setelah Perubahan Rp. 417.910.629,-

1.2 Transfer

Semula Rp.4.437.031.871,-
Bertambah Rp. 4.286.329,-
Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp.4.441.318.200,-

1.3 Pendapatan Lain-lain &
Semula Rp. 14.290.000,-

Bertambah Rp. 19.710.000,-
Pendapatan Lain-lain Setelah Perubahan  Rp. 34.000.000,-

Jumlah Pendapatan

Semula
Bertambah

Rp. 4.918.402.500,-
(Rp. 25.173.671,)

Selisih Pendapatan setelah perubahan Rp. 4.918.402.500,-



2. Belanja Kalurahan

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Kalurahan

Semula Rp. 2.107.812.845,-
Bertambah (Rp. 20.798.671,)
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Setelah Perubahan Rp. 2.087.014.174,-

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Semula Rp. 1.880.161.000,-
Bertambah - Rp.  28.060.000,-

Belanja Bidang Pelaksanaan Pemabangunan

Setelah Perubahan Rp. 1.908.221.000,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Semula Rp.
Bertambah (Rp.
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Setelah Perubahan Rp.
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Semula Rp.
Bertambah Rp.
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Setelah Perubahan Rp.

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat, dan Mendesak Kalurahan
Semula Rp.
Bertambah Rp.

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana
Darurat dan Mendesak Kalurahan
Setelah Perubahan Rp.

Jumlah Belanja

Semula Rp.
Bertambah (Rp.
Belanja setelah Perubahan Rp.

Surplus/ Defisit

Semula (Rp
Bertambah Rp.
Belanja setelah Perubahan (Rp.

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

Semula Rp.
Bertambah Rp.
Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp.

257.324.350,-
30.435.000,-)

226.889.350,-

662.299.000,-
2.000.000,-

660.299.000,-

614.497.405,-
0.-

614.497.405,-

5.522.094.600,-
25.173.671,)
5.496.920.929, -

. 603.692.100,-)
0,-
603.692.100,-)

603.692.100,-
0,-
603.692.100,-



3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Semula Rp.
Bertambah Rp.
Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp.

Selisih Pembiayaan (a-b)

Semula Rp.
Bertambah » Rp.

0,-
0,-
0,-

603.692.100,-
0,-

Selisih Pembiayaan (a-b) setelah perubahan Rp. 603.692.100,-

Pasal 2

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dengan menempatkannya dalam Berita Kalurahan
Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

LURAH BANTUL,

ttd

SUPRIYADI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

CARIK BANTUL,

ttd

RETNA HANDAYANI

BERITA KALURAHAN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 8
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